
LEMBAR.i\N DAER.AH 
KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR : 16 T AHUN 2004 SERI : E 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 
NO MOR 12 T AHUN 2004 

TENTANG 

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDA__FAT Ai""J DAN BELANJA DESA 
(APBDes) 

DEN GAN RAI:Th'1AT TUHAN YANG lVlAHA ESA 

B UPA TI .KEB UMEN, 

Menimb3ng a. bahwa deng.m tefah di undangkannya Peraturan 

Pemerintah Nor.nor 76 Tahun 2001 tent.ang 

Pedomau Unmm Peugaturnn Meugeuai Desa, 

maka pedu meugatur kembali teutang 

Penyusunau Auggaran Pendaparan dau Belat!ja 

Desa (APBDes) ~ 

b, bam'\'3 ben:lasar.kan pertimbangan sebagaimana 

tersebut lmruf a, maka pet·lu meuernpkan 



\.. f t 

Mengingat 

Peraturnn Daerah tentang Penyusunan 

A11g,_~11u Peudapatau dau Belm;ia Desa 

(APBDes). 

l . Undang-undangNomor 13 Tahun 1950 tent.ang 

Pembentu.kan Daerah-daerah Kabupai.en daiam 

LjngJmngan Propinsi Jawa Tengah JO. 

Pernfuran Pemerint.ah Nomor 32 Tahun 1950 

t.entang Penetapan Mulai Berlakunya Undang­

undangNomor 13 Tahun 1950; 

2. Undang-uudang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintaltau Daerah (Lembarau Negara 

Talmn 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3839) ~ 

3. Undang - undaug Nomor 25 Tahun 1999 

tentaug Peiimbangan Keuangau antarn 

Pemeriutah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambaltan 

Lembru-an Ne~'3fa Nomor 3848) ; 

4. Pera1uran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 

ten tang Kewenangan Pemerintah clan 

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 

(Lembarnn Ne,gara Tahun 2000 Nomor 54, 

Tambahan Lembarnn Negara Nomor 3952) ; 
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4, Peratnrnn Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, 

tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai 

Desa. (Lembaran Ne,gara Tatnm 2001 Nomor 

142, Tambahan Lembaran Ne,gara Nomor 4155) 

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tatnm 1999 

tentaug. T eknik Peuyusuuan Pernturau 

Penmdaug-uudaug,'lu dau Bentuk Raucaugan 

Unclang-nndang, Rancangan Pernturnn 

Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiclen 

(Lembaran Negarn.Tahun 1999 Nomor 70} ~ 

6. Keputusan Menteri DaJruJ1 Neged Nomor 48 

Tahun 2002 tent.a.ng Teknik Penyusunan 

Perah.ll"8n Desa dan Keputusan KepaJa Desa ; 

7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 75/K.PTS­

DPRD/200 l tl;lntaug Pt)raturan Tata Tl;fl-tib 

Dewan Petvv-alcilan Rakyat Daernb Kabupaten 

Kebumeu. 
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Dengan persehtjuan 

DEWAN PER\VAKILAN RAKYATDAERAH ¥...ABUPA TEN 

KEBU.MEN 

l\IBMUTUSKAN : 

Meuetapkau PERATURAN 

KEBUMEN 

DAERAH 

TENTANG 

KABUPATEN 

PENYUSUNAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA 

DESA (APBDes) 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalruu Peraturau Daerah iui yang dimaksud deugau : 

- L Daernh adalnh Kabupateu Kebumeu. 

2. Pemerintah Daerab adalah Pemerintah Kabupaten Kebume11 

3. Bupati adalah Bupati Kebumen. 

4. De-\vml Pen,-vakihu1 Rakyat Daenih adalah Deww.1 Penvmcilan Rakyat 

Daerah .Kabupat.en .Kebu.men. 

5. Camat adalal1 Perangkat Daerru.1 yang mempunyai wilayah ketja di 

fjngkat Kecamat.an dalam Kabupaten Ke:burnen. 
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, ' 

6. Desa adalah kesatuan masvarakat hukum van_g memiliki kewenan,gan . - ~ ~ 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal- usul chm adat- ife.1iadat setempat yang d.irumi daJarn 

si~tem Pemerintahan Nasional clan berada di Dae.rah. 

7. Peme:rimr1han Desa. sda.Jah k~\giafrm Pemerintahan yang d.ifaksanakan 

oleh Pemetintah Desa dan Badan Petwmcilan Desa 

8. Badan Pe.f'Naki}an Desa yang selanjutnya. <lisebut BPD adaJah 

Lembaga Legisla-;i dan Penga\\>11sru1 dalam hal pelaksrutaan Peraturan 

Desa, Anggaran Pendapat.an dan BeJanja Desa clan Keput.nsan KepaJa 

9. Pemeriutah Desa adalah Kepala Desa dan Pei·ru1gkat Desa. 

10. A.uggarnn Pendapatau dan B~lai!ia Desa yang selaiyuh1ya disebut 

APBDes. adalah Rencaua Operasional talrnuru1 dmi program 

Pemerirrtah clan Pembangunan Desa yang dijabarkan clan 

dit.erjemahkan daJam an,glrn.-angka n1piah yang mengandung 

peti<irn,'lll target pendapatan dau perkir~'lll bata.-s tertiuggi Belmtja 

- D>;"sa. 

l L Tahun Angg.anm adalah sama dengan Tahun An&._11-3rnn Negara 

BAB II 

BENTUK DAN SUSUN.AN ANGGARAN 
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Pasal 2 

Setiap met!iekmg awal Tahun Angganm, Bupati meuetapkan Pedoman 

Penymmnan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa. 

Pasal 3 

(1) APBDes. terditi atas Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluarnu. 

(2) Bagian pengeluaran terdiri at.as Belanja Rutjn clan Be)anja 

Pembangunan. 

PasaJ 4 

Bentuk dan Su:mnan Peraturau Desa tentang APBDes. berikut lampirannya 

sebagainuma tersebut dalam Lampin1n 1. 11, 12 clan 13 Peraturan Daerah 

m1. 

BAB Ill 

PENERI.MAAN DAN PENGELUARA.~ 

Pa-ml 5 

(1) Penerimaan Desa terdiri atas 6 (t>nam) pos dengan kode ang,garan 

sebagai beriknf : 
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I. I. Sisa Iebih perhit.ungan anggarnn t.ahun Ia!u ; 

1.2. Peudapatau Asli Desa; 

L3. Bantuau dari Pemeriutali Daerab; 

1.4. Bant.mm dari Pemerintah clan Pemerintah Propinsi; 

1.5. Sumban;gan dari pibak ke. 3 (t.i;ga) ; 

I l.6. Pit!iamau Desa 

(2) Setiap Pos t.erdiri d.ari ayat.-ayat. pos. 

Pasal 6 

(I} Sisa lebih perhitungan anggar-df1 tahun lalu climaksud clalam Pasal 5 

ayat (1) kode anggaran L 1, adalah sisa perliitungan anggaran tahun 

JaJn yang mernpakan penerimaan t.ahun anggaran berikuinya. 

(2) Peudapatat1 Asli Desa dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kode anggaran 

1.2 meliputi : 

a. HasiJ Usaha Desa ~ 

- . b . l--lasil Ke.kayaan Desa ; 

c. Hasii S\-vadaya dan Pruiisipa~i ~ 

d. HasiJ Got.ong Royong clan ; 

e. Lain-fain Pendapat.an Asli Desayang sah. 

(3) Kekayaau Desa sefoigaimana dimaksud dahnu Pasal 6 ayat (2) huruf 

b, terdiri <L~i ; 

a. Tanah Bondo Desa ~ 
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- (4) 

b. Pasar Desa. ~ 

c. Bnuguuau Desa ; 

d. Pelelangan Uran yang dikelola oleh Desa ; 

e. Lain-lain keka.yaan milik De.sa. 

Banfmm dari P.emerintah Daerab sebagaimana dimaksud <la}am Pasal 5 

ayat (l) kode aug_garan l.3. meli1>uti : 

a. Bagjan dari peroJehan Pajak chm Retribusi Daerah ; 

b . Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang 

dit.erima. oleh Pemerint.ah Daerah. 

Pa-Jal 7 

(1) Ba,gian Pengeluaran nrt.in, tentiri atas 7 (tltinh) pos kode ang,garan 

sebagai berilrut : 

2R 1. Belai~ja Pega\~11i ; 

2R.2. Be-lanja.Barang ~ 

2RJ. Belai~ja Pemelibarnan; 

2R..4. Biaya Peijalmu111 Dina.'); 

2R.5. Belanja BPD ; 

2R6. Pengeln.'Y'all tidak t.enh1.:ga; 

L,K.. i . Dt'-llll!}ll llllU-lllilL 

(2) Bagian Peng_t>luaran P~mbangnnan terdiri atas 6 (~nam) pos dengan 

kode angJ;aran sebagai be-rik,n : 
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2P. 1. Pembangunan ssrnna chm prn-5:larnna Pemerintahan ~ 

2P. 2. Pembauguuau prnsan.nm Prnduksi ; 

2P. 3. Pembauguuau prnsarana Pemasanm ; 

2P_4_ Pembangunan prnsaranaPerhubungan; 

2P-5_ Pemhan,gtman prasarr&ia So£ial; 

2P.6. Pembauguuan lain-lain. 

Pa~;a} 8 

Pos-pos b~im.1 Pengeluaran Rutin dru.1 bagiru.1 Pengelm.u-an Pembangunan 

terdiri atas ayat-ayat pos sebaga1mana tersebut dalam Lampirnn Il. dan 

Lampinm I-3, .Pe.raf.unm Daernh ini 

(1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada APBDes. jika untuk 

pengetuaran tersebut tidak cukUJ> dananya dalam APBDes. 

(2) Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran at.as beban APBDes. 

untnk h!_imm fain dj]uar yang t.elah d.itetapkan chdam APBDes. 
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PasaJ IO 

Pelaksanaau J}engeluaran dilakukau berda.-Jarkan pada p1insip-p1insip efoktif 

clan efisien. 

BAB IV 

TATA USAHA KEUA ... l.IGAN DESA 

Pasal 11 

( l) Setiai> Penetituaan dan Pengeluaran Keuangan Desa hams dicatat 

dalam Buku AdministJ.-aqi Keuaug..-"lll Dt:1sa 

(2) Sehai> Pengeluarnn K.euangau Desa lun11s meudapat pen,eft!juau dari 

Kepala. Desa sesnai clengan buk1.i Pengeluaran yang dapat 

clipertan,g;gungjawahkan. 

(3) Peuatausalra-"ln Keuaugau Desa dilaksmmkan oleh Sekretmiat Desa 

- (4) Peng.::Jolrtan Kemmgan Desa diJrunmnakan oJeh Bendafo•.rn.Desa. 

BABV 

PENGANGKATANBENDAHARADESA 

PasaJ 12 
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(1) Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Perangka1 Desa 

setelah mendapat persetujuan BPD. 

(2) Peng:angkaian Bemlahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (l) 

diterapkau dalam Keputusau Kepala Desa 

B.AB VI 

FUNGSI DAN TU GAS BENDAHARA DE.SA 

PasaJ 13 

'l' l J Bendahara Desa mempunyai fimgsi menerima, meny1mpan, 

meugeluarkan uang clan a.tau surnt-surat berharga sesuai pos-pos, 

(2) Bl:'ndahara Desa mem:punyai tu_ga.'3 melaksanakan pencatatan baik 

penerirnaan maupun peng-eluaran pada Bu.kn Admini!'..1rasi Keuangan 

Desa chm setiap pen,geJuaran hams mendapat persehynan Kepala. Desa 

sesuai bukti yang dapat dipertauggungjawabkan. 

- (3) 
Dalam mdakmmakan tugasllya Bendahan, Desa berfan_ggung jawab 

kepada Kepaia Desa 

BAB VII 

Tll]'lj'TUTAN PERBENDAHARAA.N DAN TUNTUT AN GANTI R UGI 
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Pasa114 

Apahila dalam met!jalaukan tuga~uya Beudabara Desa melakukau 

peJanggaran f.erhadap keuang.m Desa. maka. Bendahara Desa. mengganti 

uang yang digumdmn da..11 dspat dikenakan sanksi semiai perah1ran 

- penmdaugau yaug berlaku. 

B.4.B VIII 

PEMBAHASANANGGARAN 

Pasal l5 

(I) Rencana An.~aran Penclapafan cl.an BelanjaDesa disusun dalam 

hfosyawaralt Desa. 

(2) Kepala Desa menyusun Rancangau APBDes. berdasarkan basil 

Musyawarah Desa. 

- (3) Ke.pa.la Desa nu.~ngajukan Rancaugan APBDes. kepada BPD untuk 

mendapatkau persetujuan. 

BAB IX 

P.ENET A.PAN AhGGARAN 
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( 1) APB Des. ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa. 

(2) Peneiapan Peraturnn Desa diJalnikan pada m,vsl t.ahnn aiau selambat­

lmubaJuya 2 (dua) bulm1 setdalt ditetapk--au Aug...~m1n1 PeudHpatan dau 

Belat\Ja Dae.rah. 

9 (3) Apabila. sampai deng:.m 30 (tiga puiuh) hari sejak diserahkannya 

R.at11..~augan APBDes. kepada BPD belum ada perse~juan maka 

APBDes. tersebut dianggap telah clisehtjui. 

BABX 

PERUBAHAN ANGGARAN 

Pa-ml l7 

(1) Apabi}a t.erjadi Pernhahan APBDe.R maka. .KepaJa Desa wajib 

meueta.}>kan Peraturan Desa teutaug Perubahan A.ng,___lµll-an, deug,'ln 

memk,prd persetttjuan dari BPD. 

(2) Penetapau Peraturm.t Desa sebagaimana dimaksud dalmn a_yat (1), 

ddaku.kan seteJah Pernbahan An&;o-aran Pendapatan clan Belanja. 

Daerah ditetaj)kau. 
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Pasal 18 

Bentuk dan susuuau Peratm.iu Desa tentaug Pernbahan APBDes. berikut 

hunpirannya se.peI1.i dalam Lampiran II, II.l, II.2 clan II.3 Peraturan 

Daerab ini. 

BAB XI 

PERHITUNGAN APBDes. 

(1) SeJambat-Jambatnya. 3 (tiga) bu.Jan set.eJah berakhirnya. tahun 

anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa. t.entang 

Perhitun~n APBDes. ,._, 

(2) Pei11itu11gan Auggarnn sehag.aimana dimaksud dalam ayat {l), oleh 

Kepala Desa digunakan sebagai pertanggungjawaban anggaran kepada 

BPD. 

Pasal 20 

Beutuk dm.1 susuuau Peraturnn Desa teutaug Ped1ituugau APBDes. berikut 

lampiran-Jampirannya sebagaimana dalam Lampiran III, III.I, III.2 clan 

III.3 Peraturan Daerah ini. 
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BAB XII 

l\1EKANIS1\1E DAN BENTUK PERT AN GGUNG JAW ABAN 

.F::.E ANG.AN DESA 

Pasal 21 

(1) PengeloJaan An,g,garan dipe.rtMg.gungjawabkan oJeh KepaJa Desa 

kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelal1 bernkhir tahun 

angg.mm, 

(2) Pe-rtan,ggungjawaban APBDes. t.embusannya disampajkan kepada 

Bupati melalui Camat. 

(3) Pert.anggnngjawaban APBDes. sebagaimana climaksud ayat (2), 

berbentuk perincian Perhitungan Pendapatan dan Pe-ngeluaran 

Keuaugan Desa yang beutuk dan susunannya sesuai Pa.-;al 20. 

(4) Peitans..._~ungjm.wban APB Des. sebngaimana dimaksud ayat ( l) 

mernpakan bagian dari lapornn pertanggungjawaban .KepalaDesa. 

BAB XllI 

MEKANIS!\ffi PENGA WASAN PELAKS.ANAAN APBDes. 

Pasal 22 
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( 1) BPD mengawasi pelaksanaan APB Des. 

(2) BPD dapat meminta keterangan Kepala Desa apabila diduga adanya 

penyimp:mgan APBDe.s. 

(3) Apabila BPD belum dapat meuerun.a ketenmgan K.epala Desa 

sebagaimaua dimaksud ayat (2) maka BPD dapat me.laporkan kepada 

Bupati melalui Camat, 

BA.B XIV 

KETENTUAN PENlJTUP 

I•asal 23 

HaJ-haJ yang belum diatur clalam Peraturnn Daerah ini sepanjang mengenai 

pelak•ranaamtya diatur lebih lat~jut olelt Bupati. 

Dengan be-rlakunya Pernturan Dae-mil ini, maka Peratun.u1 Daerah 

Kabupaten K~bumen omor 6 Tahun 2000 t.entang Peny1 ·1man An&,<raran 

Penclapatan clan Be.Janja Desa (APBDes.) dinyatakan ticlak berJaktL 
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